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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian
kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari
target-target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan telah ditandatangani
pada tahun 2023.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi tahun 2023 ini juga merupakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2023 sudah berjalan
dengan baik dengan capaian yang cukup memuaskan. Hal ini
tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan
Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban
kepada para pemangku kepentingan dan mendorong peningkatan
kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada periode-
periode selanjutnya.

Jakarta, Februari 2024
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Tutuka Ariadji
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 ini merupakan
wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang
berorientasi pada hasil (outcome) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021
tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut juga ditegaskan
kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi
Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan
struktur organisasi akibat pembubaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca
dibentuknya BRIN. Begitu juga dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 yang tertuang dalam laporan ini
mengacu pada delapan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
eSS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai
dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator
Kinerjanya terdiri dari:
a. Indeks ketersediaan Migas.
b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
c. Indeks Aksesibilitas Migas.
d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
e SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan
Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
b. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.
eSS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.
eSS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif,
dengan Indikator Kinerjanya antara lain:
a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.

Vi



Laporan Kinerja Tahun 2023

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
I

eSS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan,
yang Indikator Kinerjanya yaitu:
a. Indeks keselamatan Migas.

e SSkeenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima,
dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
a. Indeks Reformasi Birokrasi.

eSS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya
terdiri atas:
a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
b. Indeks Profesionalitas ASN.

e SSkedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, yang indikator kinerjanya adalah:
a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Terdapat penyesuaian indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas menjadi Persentase
Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas, pasca bergabungnya LEMIGAS.

Nilai rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk delapan
sasaran strategis dan lima belas Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 106,53%.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi dan capaian parameter pendukung kedelapan sasaran strategis
tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori outstanding (dengan
capaian lebih dari 75%), sebelas di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke
atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU
Pengujian Migas dengan perolehan 133,37%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh Persentase
TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan perolehan 92,21%.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam menyusun dan
menjalankan kebijakan secara efektif dan mampu beradaptasi dengan kondisi global yang mengarah
kepada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ditjen Migas pun terus melakukan
koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mengingat sektor energi sangat memegang
peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelas capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:
Indeks Ketersediaan Migas (117,65%).

Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (106,04%).
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (105,60%).

Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (133,37%).
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (107,76%).

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (116,10%).

Nilai SAKIP Ditjen Migas (100,54%).

Indeks Keselamatan Migas (102,77%).

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (105,96%).

10 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (108,16%).

11. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (108,39%).

L oo N A WN R

Sementara tiga capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:
1. Indeks Aksesibilitas Migas (96,10%).

2. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (92,21%).
3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (98,29%).
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4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (98,95%).

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2023 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur
Jenderal Migas tertanggal 27 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.461.210.957.000,00. Pada akhir
tahun 2023, terdapat penambahan anggaran dari BLU sehingga total pagu anggaran Direktorat Jenderal
Migas 2023 bertambah menjadi Rp1.505.350.754.000,00. Dari total pagu belanja tersebut, telah
terealisasi sebesar Rp1.457.848.029.850,00, dengan capaian 96,84%, sedikit meningkat dibandingkan
capaian tahun 2022. Kinerja anggaran sangat berkaitan erat dengan salah satu IKU Ditjen Migas yaitu
nilai IKPA. Setiap tahunnya nilai IKPA seringkali meleset dari target, maka dibutuhkan peran pimpinan
dan para unit untuk dapat memantau serapan anggaran secara intensif dan berkala.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada
tahun 2023 dan G20 pada tahun 2022 lalu, seolah mengukuhkan bahwa Indonesia akan terus maju
menjadi bangsa yang berpengaruh, berkontribusi dan berperan aktif dalam perhelatan global. Hal
tersebut tentunya sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan visi bangsa Indonesia vyaitu
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang
berdaya saing”.

Pada tahun 2023 ini, transisi energi telah menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
khususnya pada subsektor migas. Atas dasar pertimbangan ketersediaan, aksesibilitas dan
keterjangkauan, maka energi migas masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi tersebut. Terlebih
gas bumi sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara,
menjadi andalan sebagai energi transisi, sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan (RE) pada
pembangkit listrik. Tidak kalah penting, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) juga
memainkan peranan penting dalam mendukung target produksi migas nasional, pengembangan
lapangan gas untuk mendorong transisi energi dan mempercepat pengurangan emisi untuk mencapai
Net Zero Emission (NZE).

Untuk itu, berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara
cermat sehingga di satu sisi akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu
menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung terlaksananya transisi
energi dengan baik.
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PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi
Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan
struktur organisasi akibat pembubaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca
dibentuknya BRIN.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada
tahun 2023 dan G20 pada tahun 2022 lalu, seolah mengukuhkan bahwa Indonesia akan terus maju
menjadi bangsa yang berpengaruh dan berperan aktif dalam agenda-agenda dunia. Hal tersebut
tentunya sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan visi bangsa Indonesia yaitu “Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Pada tahun 2023 ini, transisi energi telah menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
khususnya pada subsektor migas. Atas dasar pertimbangan ketersediaan, aksesibilitas dan
keterjangkauan, maka energi migas masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi tersebut. Terlebih
gas bumi sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara,
menjadi andalan sebagai energi transisi sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan (RE) pada
pembangkit listrik. Tidak kalah penting, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) juga
memainkan peranan penting dalam mendukung target produksi migas nasional, pengembangan
lapangan gas untuk mendorong transisi energi dan mempercepat pengurangan emisi untuk mencapai
Net Zero Emission (NZE).

Untuk itu, berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara
cermat sehingga di satu sisi akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu
menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung terlaksananya transisi
energi dengan baik. Kebijakan-kebijakan tersebut pun tentunya tetap harus selaras dengan Sasaran-
sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas.
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Di sisi lain, bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi ke dalam organisasi Ditjen Migas
akan menjadi aset yang potensial jika terdapat keselarasan dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan kegiatan, dan pengaturan pegawai, sehingga tujuan organisasi Ditjen Migas dapat tercapai.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan,
keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana
tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan
sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak
dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan
sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak
dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana
tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh tujuh unit kerja, meliputi:

20



Laporan Kinerja Tahun 2023

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
I

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan koordinasi dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan
evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;

c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan
pertanggungjawaban keuangan;

d. Koordinasi dan  penyusunan rancangan peraturan  perundang-undangan  dan
keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta
urusan hubungan masyarakat; dan

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh:

a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan
program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas,
penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang
dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas,
penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang
dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan program,
alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas
bumi;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan
harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas
bumi;

e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas,
penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang
dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

f.  Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi
dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak,
pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas
bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
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3.

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang
pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

d.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan
nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan
nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan
pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah
kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan
usaha hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja
konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha
hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi;

Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja
konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha
hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi; dan

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja
konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha
hulu, dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha

hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:

d.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga,
dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga,
dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi,
serta harga dan subsidi bahan bakar;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan
subsidi bahan bakar;

Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan
subsidi bahan bakar; dan

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan
subsidi bahan bakar.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, bertugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di

bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan

pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan
fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian
infrastruktur minyak dan gas bumi;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian
infrastruktur minyak dan gas bumi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan
pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan
dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan
pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;

e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan
pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

f.  Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian
infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan
Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang
standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi, serta usaha penunjang minyak dan
gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan,
keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan,
keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi,
keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha
penunjang minyak dan gas bumi;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan,
keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak
dan gas bumi;
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e.

g.

Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan,
keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak
dan gas bumi;

Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan,
keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak
dan gas bumi; dan

Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, bertugas melaksanakan pengujian di bidang minyak
dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:

a.
b.

Penyusunan rencana, program dan anggaran;

Pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang
minyak dan gas bumi;

Pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang
minyak dan gas bumi;

Pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;

Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi didukung oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Prof. Ir. Tutuka Ariadji M.Sc., Ph.D.IPU.
Direktur Jenderal Migas

Maompang Harahap, ST., MM.
Sektretaris Direktorat Jendral Migas

Ir. Mustafid Gunawan, ME. Mustika Pertiwi, S.T., M.M. Dr. Mirza Mahendra, ST., MT., MM.
Direktur Pembinaan Program Direktur Pembinaan Usaha Hilir Direktur Teknik dan Lingkungan
Migas Migas Migas

Noor Arifin Muhammad, ST., M.Sie Laode Sulaeman, ST., MT. Ariana Soemanto, ST., MT.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Direktur Perencanaan dan Kepala Balai Besar Pengujian Minyak
Migas Pembangunan Infrastruktur Migas dan Gas Bumi

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

25



Laporan Kinerja Tahun 2023

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
I

Kapasitas Organisasi

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung
oleh 654 pegawai. Berikut ini komposisi pegawai pada masing-masing direktorat.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Tahun 2023
ESELON
NO UNIT JFT JFU JUMLAH
| Il ] \Y
1 | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 1 0 0 0 0 0 1
) Sekretarlgt Direktorat Jenderal Minyak dan 0 1 1 1 47 57 107
Gas Bumi
3 D|rektor§t Pembinaan Program Minyak dan 0 1 0 0 31 35 67
Gas Bumi
4 Direktorat Pembmaan Usaha Hulu Minyak 0 1 0 0 %6 33 60
dan Gas Bumi
5 Direktorat Pembmaan Usaha Hilir Minyak 0 1 0 0 33 95 59
dan Gas Bumi
Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan
6 Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi 0 ! 0 0 34 26 61
7 Direktorat Te'kmk dan Lingkungan Minyak 0 1 0 0 58 5 66
dan Gas Bumi
Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi
8 LEMIGAS 0 1 1 1 125 105 233
JUMLAH TOTAL 1 7 2 2 354 288 654

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi
oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, sebagaimana
diagram berikut:
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Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
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1. 4. Isu Strategis

Transisi Energi

Tahun 2023 menjadi tonggak mulainya era transisi energi. Sebagai subsektor yang masih menjadi
penyumbang utama dalam bauran energi nasional, Direktorat Jenderal Migas perlu mengambil langkah-
langkah strategis dalam mendukung transisi energi.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sebagai salah
satu pembuat kebijakan pada subsektor migas, ikut berperan aktif dengan melakukan beberapa strategi
dalam mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan dari industri migas. Hal ini mengingat dalam era transisi
energi saat ini, bahan bakar minyak dan gas bumi masih sangat dibutuhkan dalam pemenuhan
kebutuhan energi sebelum beralih sepenuhnya ke energi hijau. Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen
Migas antara lain melalui pengembangan kebijakan implementasi teknologi Carbon Capture and
Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS), pembatasan Routine Flaring dan
Pemanfaatan Gas Suar Bakar.

Saat ini terdapat sekitar lima belas proyek CCS/CCUS yang masih dalam tahap studi/persiapan, namun
sebagian besar ditargetkan mulai on stream pada 2030. Di antara proyek-proyek tersebut, proyek
Tangguh EGR/CCUS oleh BP Berau Ltd. Telah memulai Front-End Engineering Design (FEED) dan
ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026/2027 sementara Proyek Abadi CCS oleh Inpex Masela
Ltd. Tahun ini juga telah mendapatkan persetujuan POD, sebagai bagian dari rencana pengembangan
lapangan gas Abadi di Blok Masela.

Arun CCS
- Repsol Sakakemang B.V.
.V Carbon Aceh & PEMA . Target Onstream: 2028
Target Onstream: 2029/2030 . €02 Potential: & million CCU to Methanol
tCOZ until 2040 RU V Balikpapan
. Pertamina & Air Liquide East Kalimantan
. Target Onstream: 2030
Central Sumatera . €02 potential: 1,44 million CCS/CCUS Study P _
H Basin CCS/CCUS Hubs ton/year from H2 plant . Kaltim Parna Industri & 1TB ] b Berau Lt
. Pertamina & Mitsui . Target Onstream: 2030 e
 Target Onstream: 2030 Kutai Basin coz% pdieriva el | - Target Onstream: 2027
€CS Hub 02 for 1071 | - COZ potentil: 25 - 33 millon £C02
- Pertaminad Chevron Y .
jommmeas - Target Onstream: 2030
i
, . ° i
. PetroChinaJabung | ) .
. Fleld Trial: Ongoing ! ! "
. Target EOR Fullfield: | ! .
Mid 2031 [ W .. ’
"""""""" - [
———————— .
Blue Ammonia + CCS
 ranbaccusfion pE———— e e
i . . Panca Amara Utama, JOGMEC
Pertamina =00 re------- . Pertamina & ExxonMaobil . .
. Target Onstream: 2032 | . . Target Onstream: 2030 e o Sy
CO2 Potential: 33 MMECFD) ) () . CO2 Potential: 19 million tCO2 for
fTom gas processing____. ! L4 . 20 yrs
- : |
i ! -
| . Pertamina & JOGMEC L Ll
I, Pilot Test: Oct 2022 - Jan | L o 7_ 77777
| 2023 H . e i .
T i ! ! S5 MEMR Regulati
Pertamina, JGC, )-Power, JANUS & | | |} + Pertamina, JAPEX & JOGMEC . | . Inpex Masela Ltd. i [ :Scopeaf egulation
Jera (;,evi'nus s‘mdeas‘ ! i (Previous study was supported by 4 . Target Onstream: end of 2030 | No. 2/2023
rted by METI ) 1 |} METllapan) | - CO2 Potential: 70 millionton | i .
. Sipported by HETL topon) I~ Ll . Target Onstream: Ongoing huff & Puff | of Native CO2 for 28 yrs | Need higher regulation
: PR o Bl ey e s . ;
CO2 Potential: 3 million tCO2 for | | (since Des 2023), Pilot (2025),
10 yrs 1 | Commercial (2033)
Updated Agust & Des 2023 (s 1. co2Potential: 10,37 million tCO2 for
I 15yrs

Gambar 3 Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia hingga 2023

Untuk mendukung implementasi CCS/CCUS di Indonesia, pada Maret 2023 Kementerian ESDM telah
menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan CCS/CCUS pada
Kegiatan Usaha Hulu Migas. Selain itu, Ditjen Migas juga melakukan pemetaan potensi storage CO; pada
depleted reservoir dan saline aquifer.
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Proses produksi minyak dan gas bumi juga ikut berperan dalam menyumbang emisi ke lingkungan, salah
satunya dengan adanya pembakaran gas suar (flaring) baik yang rutin maupun insidentil. Maka dari itu,
pengelolaan gas suar diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan
Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas. Dua tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut, aktivitas
pembakaran gas suar rutin (routine flaring) di hulu migas terus mengalami penurunan. Saat ini hanya
sekitar 29% KKKS yang melakukan pembakaran gas suar rutin (routine flaring) dengan volume di atas
0,50 mmscfd. Sementara pada kegiatan kilang migas, sesuai norma pengaturan pada Peraturan Menteri
ESDM tersebut, pembakaran gas suar rutin oleh badan usaha pemegang izin pengolahan (kilang) migas
sama sekali tidak diizinkan sehingga telah berhasil mencapai Zero Routine Flaring.

Melalui berbagai program dan strategi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut,
industri migas diharapkan dapat menjadi industri yang lebih bersih, rendah emisi, dan tetap dapat
diandalkan untuk menjaga ketahanan energi dalam era transisi energi.

Transformasi Kebijakan LPG 3 kg

LPG khususnya tabung 3 kg masih menjadi komoditas yang paling dibutuhkan terutama oleh
masyarakat luas dalam kegiatan memasak. Hal tersebut terlihat dari peningkatan konsumsi LPG dari
tahun ke tahun. Walaupun telah ada program jargas untuk rumah tangga, namun pada kenyataannya
pengimplementasiannya masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan nasional akan energi
untuk rumah tangga. Untuk itu, Pemerintah tetap berupaya menyediakan energi yang terjangkau dan
tepat sasaran, salah satunya dengan memperbaiki tata kelola penyediaan LPG 3 kg untuk masyarakat.

Saat ini sistem pendistribusian LPG Tabung 3 kg masih bersifat terbuka sehingga siapapun dapat
membelinya. Dengan semakin meningkatnya penggunaan LPG dari tahun ke tahun, maka diperlukan
kebijakan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Hal tersebut juga dapat menjadi solusi
bagi maraknya kasus penyalahgunaan LPG Tabung 3 kg (pemindahan isi LPG Tabung 3 kg ke nonsubsidi)
dan pencatatan transaksi LPG Tabung 3 Kg di subpenyalur yang saat ini tidak efektif karena masih
bersifat manual menggunakan logbook sehingga rawan penyalahgunaan dan penyelewengan.

Sebelumnya pada akhir tahun 2022 telah dimulai uji coba transformasi pendistribusian isi ulang LPG
Tabung 3 kg tepat sasaran di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan
Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota
Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram). Dan sejak tanggal 1 Maret 2023 secara bertahap
dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG 3 kg ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi di
subpenyalur/pangkalan (tahap awal transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 kg tepat
sasaran). Program ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023
tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan
Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu
Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kgini juga merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran
2023 agar kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi subsidi berbasis orang/penerima
manfaat yang dilakukan secara bertahap, tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat.
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Gambar 4 Transformasi Alur Transaksi Pembelian LPG 3 Kg

Dengan adanya transformasi kebijakan LPG 3 kg ini, maka diharapkan dapat tersedia sistem pencatatan
transaksi pengguna LPG 3 Kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran
berbasis web yang memudahkan pengawasan dalam transaksi penjualan, penghematan subsidi (lebih
tepat sasaran) jika telah diterapkan pembatasan pengguna dan pembatasan volume per pengguna,
konsumen dapat membeli sesuai HET di Subpenyalur sesuai dengan yang ditetapkan Pemda, pasokan
di Subpenyalur dapat terpantau dan tersedia, serta meminimalisir penyalahgunaan.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika
format Pelaporan Kinerja tahun 2022 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2022;

Bab | Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika
pelaporan;

Bab Il Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator
yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;

Bab Il Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan
anggaran;

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke
depan untuk meningkatkan kinerja.
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BAB I

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit
organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah
“Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan
kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan
sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu
pada kemampuan serta potensi bangsa”.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional;

o v kA wnN

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap | (2004-2009), RPJMN Tahap Il (2010-2014), RPJMN
Tahap 111 (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).
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RPJMN 2020-2024

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

LY
- RPJMN RPJMN 2015-2019
\ Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang

berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek

RPJMN RPJMN 2010-2014
2 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas
SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing

perekonomian

RPJMN RPJMN 2005-2009

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman
dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih baik.

Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari
RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah — Tinggi yang
Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait
dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk
tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya
ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus
infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan
pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025
untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

3. Struktur ekonomiyang semakin maju dan kokoh; dan

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya
terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan
RPJMN Tahap ke- IV 2020-2024 adalah:

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ny A wDN e
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Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;

2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak Grass Root Refinery (GRR)/Refinery Development Master
Plan (RDMP);

3. Pembangunan Jargas; dan

4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN Tahap IV tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki
fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan
pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang
berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan
efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan
minyak dan gas bumi meliputi:

1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (Major Project),

2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan

3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (Major Project).

Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM)
dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk
menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai
oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu balance scorecard
(BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu
berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran
kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk
menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya
sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi stratejik kepada seluruh
tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran
keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat
berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu,
yaitu: keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi
pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan perspektif stakeholders.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan hubungan kausal
antartujuan sebagai suatu kesatuan, dan berfungsi sebagai Peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan
kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen
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Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan
ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

(&) Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

1. Indeks Ketersediaan Migas
2. Akurasi Formula Harga Migas

terhadap Harga yang Ditetapkan
3. indeks Aksesibilitas Migas.
4. Persentase TKDN pada Kegiatan
{Usaha Hulu Migas

Stakeholder
Perspective

5. Persentase Realisasi Investasi
Subselktor Migas (SP.2)

6. Persentase Realisasi PNEP
Subselktor Migas (SP.2)

7. \I’nwﬁveli;fmw f'(fﬁfé;; I.aﬁ. nan

8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan
Pengawasan Subselctor Migas (5P.4)

9. Tingkat Maturitas SPIP Ditien Migas
(SP.4)

10. Nilai SAKIP Ditjen Migas (SP.4)

1. Indeles Keselamatan Migas (SP.5)

Customer
Perspective

Internal Process
Perspective

12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Learn & Growth 13. Nila Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas
. ' ]

Perspective | 4 yang Opeimal I-l.:;e;;s Profesionalitas ASN Ditien Migas

ls.mlﬂn Migas (5P.8)

Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra Kementerian ESDM dan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta
Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran |: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat
Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan.

Sasaran Il: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
Sasaran lll: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.

Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.

Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.

© Nk W

Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2.3.1. Sasaran |: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan
Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang
Terjangkau secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai
dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4
(empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut
adalah Indeks Ketersediaan Migas (Availability), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan
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(Affordability), Indeks Aksesibilitas Migas (Accessibility), dan Persentase Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka
ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran
tersebut, yang terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas, (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks
Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran,
(5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) Reserves to Production Ratio Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari
Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, dan (9) Persentase
Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh Stakeholders. Target Indeks
Ketersediaan Migas adalah sebesar 1, yang berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan
dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas terhadap kebutuhan dalam negeri.
Untuk mencapai target Indeks Ketersediaan Hulu Migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan
vang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG
skema hulu, dan ekspor minyak mentah dan LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas Indeks 1 1 1 1 1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi MBOEPD 1.946 1.977 2.008 2.029 2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik % 64% 65% 66% 67% 68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari %
()
Kuantitas yang direkomendasikan 15% 15% 15% 15% 15%
d. Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu %
()
dari Kuantitas yang direkomendasikan 15% 14% 13% 12% 10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan
pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan
migas domestik yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu Indeks
Ketersediaan Hulu Migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang
bertujuan mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara
bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Menyusun perencanaan pemberian
kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat
dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan
indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan
domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan
dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk
mengurangi defisit neraca migas.
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Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ - Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Ketersediaan BBM Indeks 1 1 1 1 1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan BOPD 767.680 | 767.680 767.680 824.680 990.680
b. DeviasiKuantitas Impor Minyak Mentah
untuk feedstock kilang dari Kuantitas yang % 30% 27% 25% 20% 15%
direkomendasikan
C. DeV|a§| Kuant|ta§ impor BBI\/I(?Ian % 30% 27% 25% 20% 15%
Kuantitas yang direkomendasikan
d. DeV|a§| Kuant|ta§ ekspor BBI\/I‘dar| 9% 30% 27% 5% 20% 15%
Kuantitas yang direkomendasikan
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN
Jenis Biodiesel terhadap Target % 5% 1% 3% 2% 1%
Mandatori Pencampuran BBN jenis
Biodiesel

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks Ketersediaan LPG merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LPG (security of supply)
terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur
untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan
terkait produksi LPG, impor dan ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ St Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Ketersediaan LPG Indeks 1 1 1 1 1
a. Produksi LPG Juta TON 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
b. DeV|a§| Kuant|ta§ Impor LPG d‘ar| % 20% 17% 15% 12% 10%
Kuantitas yang direkomendasikan
c. DeV|a§| Kuant|ta§ ekspor LPG (‘jar| % 30% 27% 25% 22% 20%
Kuantitas yang direkomendasikan

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan
mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ - Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Pen\/edlaAan Elpiji 3 kg bagi Masyérakat, Juta MT 7000 7.364 — 7.754 — 8.165—- | 8.614-
Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran 7.399 7.836 8.431 8.870
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Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Realisasi Volume LPG
Bersubsidi terhadap Kuota yang % 100% 100% 100% 100% 100%
Ditetapkan

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri.
Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan
dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor dan ekspor migas untuk
mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ S Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Ketersediaan LNG Indeks 1 1 1 1 1
Produksi LNG Juta TON 17,05 17,05 17,05 17,05 17,05

Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan

: _ % 11% 11% 11% 11% 11%
yang direkomendasikan

Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir
(trading) dari Kuantitas yang
direkomendasikan

% 15% 14% 13% 12% 10%

f) Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk
tahun. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur
jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu.

Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan
cadangan migas.

Tabel 7 Target Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ c— Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi | Tahun |801/19,10 | 7,41/17,14 |6,31/15,89 |5,20/14,83 | 4,18/13,58

a. Persentase WK Migas Konvensional yang
diminati terhadap Jumlah WK Migas % 60% 60% 60% 60% 60%
Konvensional

b. Persentase WK Migas Non-Konvensional yang
Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non- % 50% 50% 50% 50% 50%
Konvensional yang Ditawarkan

c. Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa

BBOE 70 70 71 71 71
Eksplorasi

d. Jumlah Békomenda5| POD | yang disetujui Jumlah ) ) ) 3 )
oleh Dirjen

e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Jumlah ) ) ) 3 )

Participating Interest 10%
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Sasaran Program/ Target
. N Satuan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

f. i;mlah V\(Kyan%:cl)(ntlrzilknya Jumlah ) ) ) 3 )
iperpanjang/alih Kelola WK

g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi MMSTB 2212,08 1935,70 1674,41 1409,05 1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi TCF 47,10 44,63 42,03 39,38 36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional
Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga
BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ S Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2021 2023 2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional Hari 23 23 23 23 23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi force majeur
yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas
pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional Hari 14 14 14 14 14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh

Stakeholders
Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan

persepsi stakeholders.

Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan

2020-2024
Sasaran Program/ Target
. - Satuan
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan % 30 2 34 36 83
Dokumen Perencanaan yang diterima oleh
stakeholders.
Jumlah rekomendam kebijakan untuk mendukung Jumlah ) ) ) ) )
tata kelola Migas
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan Jumlah 2 2 2 3 3
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Il. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada
peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif
untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas,
ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut, (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia
(ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran
BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100%
dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga
hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Akuras.l Formulasi Harga Migas terhadap Harga % 91,25 91,75 92,25 92,75 93,25
yang ditetapkan
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak % 5 5 5 5 5

Mentah Indonesia (ICP)
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, % 0 0 0 0 0

LNG, LPG dan Gas Suar)
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG % 0 0 0 0 0
d. Deviasi Harga Hilir % 30 28 26 24 22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan parameter pendukung untuk mencapai
indikator kinerja dalam menilai sasaran program Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang
Ditetapkan.

lll. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian
migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan
perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat
akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg merupakan salah satu indikator yang
mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai
perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke
LPG.

2. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan adalah indikator yang mengukur
realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan,
pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.

3. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani adalah indikator yang mengukur
realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan,
pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
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4. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU) merupakan indikator
yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema
pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen
perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan,
pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi,
hingga koordinasi terkait pembangunan jargas rumah tangga.

5. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU
adalah penyusunan dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah
tangga menggunakan skema KPBU.

6. Indeks Fasilitas Niaga Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas
niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.

7. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas
fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil
olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.

8. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas
fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.

9. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan) adalah indikator yang
menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak
bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang
minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat
RPJMN 2020-2024.

10. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas
fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan
LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ i Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100) Indeks 74 75 87 85 91
a. E:T\;eGdiTaaabnu:agk;thonversiMin\/akTanah Paket 0 0 1.106.905 0 0
b. ;22:?2?2rKg;‘;’i:te:ngeBlan:e Paket - 20000 | 40.000 | 40.000 | 40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Paket . 5.000 10,000 10.000 10.000
Bahan Bakar Gas untuk Petani
d ::?:Lriztn”grgjaazrfs;fas Bumi untuk SR 127.864 | 138206 | 100000 : -
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk SR ) 50,000 839,555 800.000 | 800.000
Rumah Tangga (KPBU)
f.  Studi Pendahuluan Pembangunan
Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Lokasi 8 10 8 8 8
melalui Skema KPBU
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas Indeks 100 100 100 100 100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas Indeks 100 100 100 100 100
i.  Indeks Fasilitas Pengolahan Migas Indeks 60 59 59 59 62
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Sasaran Program/ - Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
j. FéSlIltas I?enlngkatén Infrastruktur Laporan 1 1 1 1 1
Kilang Minyak Bumi(Tahapan)
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas Indeks 100 100 100 100 100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu
Migas

Indikator ini memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam
kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha
Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi
pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada
Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan
barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi
standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil
Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan
Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ N Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri

‘ , % 60 61 62 63 64
(TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

a. Persentase Persetujuan Pengendalian
Rencana Impor Barang Operasi pada % 97,49% 97,82% 98,14% 98,64% 99,28%
Kegiatan Usaha Hulu Migas

b. Persentase Rekomendasi Penggunaan
Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha % 2,51% 2,18% 1,86% 1,36% 0,72%
Hulu Migas

c. Jumlah perusahaan yang mampu
memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan Jumlah 100 101 102 103 104
barang operasi hulu migas

d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang
telah diaudit dan memenuhi standar % 90% 91% 90% 92% 93%
kemampuan migas terhadap jumlah
perusahaan yang diaudit

e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi
TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS

Jumlah 55 60 65 70 75

2. 3. 2. Sasaran ll: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung
Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan
Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur
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antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor
Migas.

|. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat
dan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi
Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik
hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan
Perdagangan Internasional Migas.

Il. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas.

Penilaian persentase realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diukur berdasarkan realisasi

PNBP subsektor migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui

mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas, penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak
dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- PNBP BLU Pengujian Migas, merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas
barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah,
hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang
tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang
berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan
kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

- PNBP Migas Lainnya.

- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:

a. Jasainformasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document).

b. Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor.

c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenubhi
komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi
PNBP Subsektor Migas 2020-2024

Sasaran Program/ S Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas % 75 77 79 81 83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor % 75% 27% 29% 81% 83%

Migas

b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri,

Bilateral, Multilateral, Regional dan Jumlah 20 20 20 20 20
Perdagangan Internasional Migas
Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas % 85 87 89 91 93
a. Persentase Realisasi PNBP Migas % 85% 87% 89% 91% 93%
b. I'-,’\;leirgs::tase Realisasi Penerimaan Negara % 85% 37% 39% 91% 93%
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2. 3. 3. Sasaran lll: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau gap antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik
(masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian
yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan
Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan
Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua
indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun
kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, yang
ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang
diberikan mencakup antara lain:
1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam
sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap
pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk
layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk
pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem
online (layanan online)

a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan
kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan
kemampuan petugas yang diberikan.

b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada
sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem
online untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan
online)
a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku
petugas yang diberikan.
b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online). Penilaian kepuasan terhadap
tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.
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8. Kualitas sarana dan prasarana
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada
sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan
pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan
pengaduan yang diberikan.
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024
Sasaran Program/ Target
. s Satuan
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas Skala 4 3,00 3,25 3,30 3,35 3,40

2. 3. 4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor

Dal

Migas yang Efektif

am rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor

Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk

me

(1)

ncapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk
pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan
hasil survei persepsi badan usaha.

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko,
Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu indikator yang digunakan
untuk  mengukur implementasi akuntabilitas  kinerja Pemerintah  sebagai bentuk
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, dan bertujuan untuk
perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa
penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem
akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban
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Pemerintah Republik Indonesia. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat
Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Target
. . Satuan

Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Nilai 755 76,5 775 78,5 795
Pengawasan Subsektor Migas
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Level 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai 82,0 82,5 83,0 83,5 840
Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

2. 3. 5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan

Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan, maka ditetapkan
Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang
terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas
dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/
Indikator Kinerja Sasaran Program

Satuan

Target

2020

2021

2022 2023 2024

Indeks Keselamatan Migas

Indeks

88,00

88,00

90,00 90,00 91,00

a.

Persentase Perusahaan yang telah
Menerapkan Standar Wajib untuk
Kegiatan Usaha Migas terhadap Total
Perusahaan Hulu dan HilirMigas

%

10%

20%

30% 40% 50%

Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan
Usaha Migas

Jumlah

Persentase Perusahaan yang telah
Menerapkan Kaidah Keteknikan dan
Pengelolaan Lingkungan yang Baik
terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir
Migas

%

2,73%

3,52%

4,27% 4,98% 5,65%

Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja
yang Menyebabkan Fatality pada
Kegiatan Usaha Hulu Migas

Frekuensi

Frekuensi Unplanned Shutdown
pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Frekuensi

35

35

33 33 25
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Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
f.  Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas
yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik Jumlah 4 6 8 10 12
(>76.55%)
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja
yang Menyebabkan Fatality pada Frekuensi 10 10 9 9 8
Kegiatan Usaha HilirMigas
h. Frekuens! Unplanned Shgtdc?wn Frekuensi 10 10 9 9 3
pada Kegiatan Usaha Hilir Migas
Perusahaan H|I|rM|gasyangMem|I|k| Jumlah 12 14 16 18 20
SMKM dengan Kategori Baik ( >76.55% )
j.  Persentase Perusahaan Penunjang Migas
yang Diaudit Kepatuhan Aspek % 4% 5% 6% 7% 8%
Keselamatan terhadap Total Perusahaan
Penunjang Migas
k. Jumlah.ObJek Vital Migas Nasional Jumlah 35 40 45 50 <5
yang Diawasi

2.3.6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2
(dua) indikator pengukuran vaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan
Pelayanan Internal Ditjen Migas.

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan indeks untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

(2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas merupakan acuan bagi instansi pemerintah
dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna
meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Satuan Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 77,8 78,5 80,5 82,0 85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas % 76 77 78 79 80

2. 3. 7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul
Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2

(dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud
adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.
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(1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam
melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.

(2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara
kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area
pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai
dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan instrumen kontrol
sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

2020-2024
Sasaran Program/ R Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Nilai 68 68 68 68 68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Indeks 75 80 81 82 83

2. 3. 8. Sasaran VIll: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen
penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan
mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk
menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung
manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara
dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-

2024
Sasaran Program/ S Target
Indikator Kinerja Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Ind.llfator I.<|nerJa Pelaksanaan Anggaran Nilai 90,00 90,27 90,54 90,81 91,08
(IKPA) Ditjen Migas

2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra Kementerian ESDM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga
kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini
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nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2007.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 108 Tahun 2022, RKP Tahun 2023 merupakan
komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan
kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional
yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode |
(satu) tahun, yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara
terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Menekankan pada “peningkatan produktivitas
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023 sebagai respon terhadap percepatan pencapaian target
pada RPJMN 2020-2024 vyang dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas dengan tetap
menjalankan fungsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko
ketidakpastian.

“Peningkatan

RKP “Pemulihan Ekonomi RKP Produktivitas untuk

dan Reformasi Transformasi Ekonomi

2022 Stuktural” 2023 yang Inklusif dan

Berkelanjutan

Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021-2023

Melalui RKP tahun 2023, pemerintah berkomitmen mendukung reformasi struktural dalam rangka
mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi
prioritisasi anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan
agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap) serta memperkuat daya
saing nasional di pasar global. Dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah yaitu melalui reformasi
iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan
tahun 2023 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan
sebagaimana juga yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hal tersebut tetap
dipertahankan pada RKP tahun 2023 ini, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran
pembangunan jangka menengah.

Tahun 2023 ini, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang mendukung tiga PN tersebut,

yaitu:

a. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan.
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Pada PN ini, tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan
transisi energifosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi
bersih yang semakin tinggi. Strategi yang dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui
dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi
pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 67% dapat terpenuhi di tahun 2023.

b. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang
merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19
yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan
berdaya saing pada tahun 2022 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan
program bantuan dan jaminan 49embag bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan
adaptif melalui transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan Listrik) menjadi bantuan 49embag agar
program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan. Dukungan kegiatan terhadap
sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah
volume LPG 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran.
Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP yaitu sebesar 7.754-7.836 ribu ton.

c. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar.
Pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan
ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan
energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan
infrastruktur pada tahun 2023 pada subsektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap
energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas
Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik
melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD
dapat terpenuhi di tahun 2023.

2. 5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis,
program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program
induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun
berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.
Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas telah menyusun Rencana
Kerja Tahunan (RKT) 2022 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada
ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (Availability, Accessibility, Affordability,
Acceptability, dan Sustainability). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam
bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan
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penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai
dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak
yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen
ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran
kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (impact, outcome, dan output).
Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan
informasi kinerja (impact, outcome, dan output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal
Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah
ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka
pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan
Kementerian ESDM.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

Sasaran No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target
1 | Indeks Ketersediaan Migas (Skala > 1) Indeks 1
Terwujudnya Ketahanan
i Mi i Ak i F lasi H Mi
Energi Migas Melalui ) urasi Formuiasi argfa\ Igas % 92,75
Pasokan Migas yang terhadap Harga yang Ditetapkan
Memadai dan Dapat Diakses 3 | Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100) Indeks 85
Masyarakat pada Harga yang
Terjangkau Secara Persentase Tingkat Komponen Dalam
Berkelanjutan 4 | Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha % 63
Hulu Migas
Persentase Realisasi Investasi 0
Optimalisasi Kontribusi 5 Subsektor Migas % 81
Subsektor Migas yang
Bertanggung Jawab dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor
Berkelanjutan 6 | Migas dan PNBP BLU Pengujian % 100
Migas
Layanan Subse|'<tor Migas 2 Infjeks Kepuasan Layanan Subsektor Indeks 335
yang Optimal Migas (Skala 4)
Indeks Efektivitas Pembinaan dan
Pembinaan, Pengawasan, 8 Pengawasan Subsektor Migas (Skala Indeks 78,5
dan Pengendalian Subsektor 100)
Migas yang Efektif 9 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Level 3c
(Skala 5) ’
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Sasaran No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target
10 | Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100) Nilai 83,5
Terwujudnya Kegiatan
W'UJU, ya fegl Indeks Keselamatan Migas (Skala
Operasi Migas Yang Aman, 11 100) Indeks 90
Andal dan Ramah Lingkungan
Terwujudnya Birokrasi yang o N
Indeks Ref Birok Dit
Efektif, Efisien dan 12 I\r/’” ea: etormast Birokrast Bren Indeks 82
Berorientasi Layanan Prima &
13 Nl!a| Evaluasi Kelembagaan Ditjen Nilai 68
Organisasi yang Fit dan SDM Migas (Skala 100)
Unggul 14 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Indeks -
Migas (Skala 100)
Pengelolaan Sistem Angearan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
g . €6 15 | Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala Nilai 90,81
yang Optimal 100)

2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2023

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2023 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur
Jenderal Migas tertanggal 27 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.461.210.957.000,00. Pada akhir
tahun 2023, terdapat penambahan anggaran dari BLU sehingga pagu anggaran Direktorat Jenderal
Migas 2023 meningkat menjadi Rp1.505.350.754.000,00.

Sesuai dengan tema RKP 2023, penggunaan anggaran berfokus pada peningkatan produktivitas untuk
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrim sesuai dengan instruksi Presiden. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi dari tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.
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Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018-2023
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911,60

60,56%

Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

a. Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp911,60 miliar. Belanja Publik Fisik ini termasuk
segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain
Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang, dan
Layanan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur.

b. Belanja publik Non-fisik sebesar Rp355,66 miliar, merupakan segala aktivitas yang manfaatnya
dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain pelayanan publik Badan Layanan
Umum (BLU), penyiapan, diseminasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan regulasi,
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha.

c. Belanja Aparatur sebesar Rp238,09 miliar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang
manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: pembayaran gaji
dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penguatan kapasitas SDM internal.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam tujuh direktorat di lingkungan Direktorat
Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2023

No Unit .J.umlah.
(miliar rupiah)
1 | Direktorat Pembinaan Program (DMB) 31,50
2 | Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME) 18,49
3 | Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO) 17,93
4 | Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT) 14,98
5 | Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI) 912,94
6 | Sekretariat Ditjen Migas (SDM) 184,30
7 | Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) 325,17
Total 1.505,35
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AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Capaian
Sasaran No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi :)/;
(1)
L Indeks Ketersediaan Indeks 1 126 117 65
Terwujudnya Migas (Skala > 1)
Ketahanan Energi Akurasi Formulasi Harga
Migas Melalui 2 | Migas terhadap Harga % 92,75 98,35 | 106,04
Pasokan Migas yang yang Ditetapkan
Memadai dan Dapat P -
Indeks Aksesibilitas Migas
Diakses Masyarakat | 3 (skala 100) Indeks 85 81,68 96,10
ada Harga yan
Tr:er'an kaﬁ Sanrga Persentase Tingkat
Bjerkgelan'utan 4 | Komponen Dalam Negeri | o, 63 | 5809 | 92,21
J (TKDN) dalam kegiatan ° ’ !
Usaha Hulu Migas
Persentase Realisasi
Optimalisasi 5 % 81 85,53 105,60
.p |n?a 15asl Investasi Subsektor Migas °
Kontribusi Subsektor ——
Migas yang Persentase Realisasi
PNBP ktor Mi
Bertanggung Jawab | 6 Subsektor Migas % 100 | 133,37 | 133,37
) dan PNBP BLU Pengujian
dan Berkelanjutan Migas
g
Layanan Subsektor Indeks Kepuasan Layanan
7 Indek 3,35 3,61 107,76
Migas yang Optimal Subsektor Migas (Skala 4) naeks
Indeks Efektivitas
Pembi d
Pembinaan, g | coinaandan Indeks | 78,5 | 91,14 | 116,10
Pen 0 dan Pengawasan Subsektor
eP gawas:ja I: a Migas (Skala 100)
engendalian - -
Tingkat Maturitas SPIP
Subsektor Migas | 9 | | oro viaturtas Level 3,5 3,44 | 98,29
ane Efektif Ditjen Migas (Skala 5)
e 1o | Nilal SAKIP Ditien Migas |\, . 835 | 83,95 | 100,54
(Skala 100) ’ ’ ’
Terwujudnya
Kegiatan Operasi
Indeks Kesel t
Migas Yang Aman, | 11 I\r/'“ eass (SEZTaalrgg)a” Indeks 90 | 92,50 | 102,77
Andal dan Ramah &
Lingkungan
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Capaian

Sasaran No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi (%)
()

Terwujudnya

Birokrasi yang Indeks Reformasi
Efektif, Efisien dan 12 Indeks 82 86,89 105,96

Birokrasi Ditjen Migas
Berorientasi Pada ) 8

Layanan Prima

Nilai Evaluasi
13 | Kelembagaan Ditjen Nilai 68 73,55 108,16
Migas (Skala 100)
Indeks Profesionalitas
14 | ASN Ditjen Migas (Skala Indeks 82 88,88 108,39
100)
] Nilai Indikator Kinerja
Pengelolaan Sistem

Anggaranyang | 15 | claksanaan Anggaran Nilai | 90,81 | 89,86 | 98,95

Optimal (IKPA) Ditjen Migas (Skala
100)

Organisasi yang Fit
dan Sumber Daya
Manusia Unggul

3. 1. 1.Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas
yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang
Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran | Tahun 2023

Capaian

Sasaran No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi (%)
(1]

1 Indeks Ketersediaan Indeks 1 1.26 117.65
Migas (Skala > 1) ' ’

Terwujudnya
Ketahanan Energi Akurasi Formulasi Harga
Migas Melalui 2 | Migas terhadap Harga % 92,75 98,35 106,04
Pasokan Migas yang yang Ditetapkan
Memadai dan Dapat Indeks Aksesibilitas
Diakses Masyarakat 3 Migas (Skala 100) Indeks 85 81,68 96,10

paf:la Harga yang Persentase Tingkat

Terjangkau Secara Komponen Dalam Negeri
Berkelanjut 4 % 63 58,09 92,21

erkelanjutan (TKDN) dalam kegiatan °

Usaha Hulu Migas

Berdasarkan nilai-nilai indikator di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sasaran | telah hampir terwujud,
dengan kondisi energi migas yang masih cukup tersedia secara berkelanjutan dan dapat memenuhi
kebutuhan domestik dengan harga yang relatif masih terjangkau. Namun masih perlu adanya
peningkatan aksesibilitas migas terutama untuk infrastruktur gas bumi, sehingga dapat langsung
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dinikmati oleh masyarakat luas. TKDN dalam kegiatan Usaha Hulu Migas pun masih perlu ditingkatkan
untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri.

1. Indeks Ketersediaan Migas (Skala > 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2023

Sasaran

No.

Indikator Kinerja
Utama

Satuan

Target
2023

Target
2024

Realisasi
2023

Capaian
(%)

Terwujudnya
Ketahanan Energi
Migas Melalui
Pasokan Migas yang
Memadai dan Dapat 1
Diakses Masyarakat
pada Harga yang
Terjangkau Secara
Berkelanjutan

Indeks
Ketersediaan Migas
(Skala=1)

Indeks 1 1 1,26 117,65

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Besaran Indeks
Ketersediaan Migas dipengaruhi secara langsung oleh empat komponen yaitu Indeks Ketersediaan Hulu
(dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan
kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor
BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks
ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG dan ekspor LNG).

Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2023 adalah sebesar 1,26 dengan capaian 117,65%. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa pasokan migas yang telah disediakan masih mampu memenuhi
kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2022
dan target renstra sebesar 1, maka terdapat sedikit peningkatan capaian Indeks Ketersediaan Migas.

Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2023

Indeks Ketersediaan Migas 2020 2021 2022 2023
Target 1 1 1 1
Realisasi 1,19 1,18 1,20 1,26
Capaian (%) 113 112,16 113,57 117,65
Parameter
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak 0,84 1,03 0,88 1,02
Indeks Ketersediaan Hulu Gas 1,91 1,82 1,80 1,83
Indeks Ketersediaan Hulu Migas 1,37 1,42 1,34 1,42
Indeks Ketersediaan BBM 1,08 1,01 1,11 1,09
Indeks Ketersediaan LPG 1,00 1,07 1,02 1,02
Indeks Ketersediaan LNG 1,29 1,22 1,35 1,52
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a. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Indeks Ketersediaan Hulu Migas tahun 2023 meningkat bila dibandingkan nilai tahun 2022.
Peningkatan nilai tersebut terletak pada parameter indeks Ketersediaan Hulu Minyak, dengan
adanya peningkatan impor minyak mentah sehingga pasokan untuk kebutuhan (intake) kilang dapat

terpenuhi.
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©
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©
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Gambar 10 Impor Minyak Mentah 2018-2023

Pada tahun 2023, kebutuhan BBM dan LPG sudah mendekati kebutuhan tahun 2018 sebelum
pandemi COVID-19. Penyediaan energi migas untuk domestik masih belum dapat ditunjang oleh
produksi dalam negeri dan juga tidak seluruh minyak mentah nasional dapat diserap oleh kilang
dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah. Terlihat pada grafik di atas, impor
minyak mentah tahun 2023 meningkat dibandingkan impor tahun 2022 sebanyak 17,65%.

Produksi Minyak Bumi (mbopd) Produksi Gas Bumi (mmscfd)

272,00 7.764
’ 745,28 708,32 .
" 612,42 605,50 7.235
6.665 6.668 6.636
I I 6.492 I
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 11 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2023
Meskipun terdapat peningkatan nilai Indeks Ketersediaan Hulu Migas, produksi migas masih

cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi produksi minyak bumi adalah
sebesar 605,5 mbopd, di bawah target APBN tahun 2023 sebesar 660 mbopd. Sedangkan realisasi
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produksi gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 6.636 mmscfd, berada di atas target tahun 2023
sebesar 6.224 mmscfd. Penurunan produksi minyak disebabkan oleh penurunan performance
reservoir secara alami (natural decline), tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan
minyak yang terus diproduksi, beberapa proyek yang mengalami kemunduran jadwal onstream,
serta kejadian unplanned shutdown yang terjadi pada beberapa Wilayah Kerja antara lain Wilayah
Kerja Onshore North West Java dan Wilayah Kerja South East Sumatera. Selain itu disebabkan juga
oleh kendala operasional terutama dari produsen utama minyak dan gas bumi dan juga disebabkan
oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

Dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, pemerintah
Indonesia memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan gas domestik dan mendukung
hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi.
Pemanfaatan Gas Domestik pada Triwulan IV 2023 (realisasi s.d. November 2023) mencapai 67,96%
dengan total penyaluran mencapai 5.528,61 bbtud. Nilai ini melampaui target pemanfaatan gas
bumi domestik tahun 2023 sebesar 67%. Secara year to date, apabila dibandingkan dengan tahun
2022 (realisasi s.d Desember 2022) dengan realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 67% dan
total penyaluran mencapai 5.474,42 bbtud, maka penyerapan gas domestik tahun 2023 cenderung
mengalami peningkatan. Berikut perbandingan pasokan gas bumi untuk ekspor dan penggunaan
domestik dari tahun ke tahun.

Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik s.d. Nov 2023 (bbtud)

5000

4397
4500

M 3757
4000
3500
3000
2500

2000

1500 1772
1480
1000

500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
@@ Ekspor 4397 4416 4202 4008 3820 3775 3681 4336 4078 3631 3402 3237 3090 28602736 2669 2155 2108 2047 1791 1772
Domestik 1480 1466 1513|2341 2527 2913|3323 3379 3267 3550 3774 3632 3882|3997 3880 3995 3985 3593 3688 3683 3757

Gambar 12 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun

Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada
umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui
kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam
negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan
sektor pengguna gas dalam negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas
bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi masih di
bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan,
industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi vs volume kontrak (DCQ)
dapat dilihat pada grafik berikut.
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Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs. Kontrak
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Gambar 13 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2023 dalam bbtud

Pada sektor kelistrikan, beberapa alasan tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor

ketenagalistrikan adalah:

e PLN menerapkan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi
pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih
murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.

e Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga dapat
disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan natural decline dan
terjadinya pemeliharaan/shut down pada beberapa KKKS.

b. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah
cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya
adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan
cadangan migas.

Sejak tahun 2020, pelaporan Cadangan Migas Indonesia telah menggunakan acuan pelaporan sesuai
dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 177.K/13/ DJM/2020
tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Dengan
menggunakan sistem eSDC berbasis dalam jaringan yang dikembangkan oleh SKK Migas, Kontraktor
dari Wilayah Kerja Eksploitasi dan Eksplorasi dapat melakukan input data secara daring untuk
nantinya dilakukan evaluasi bersama oleh Ditjen Migas, SKK Migas dan BPMA.
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Gambar 14 Cadangan Minyak dan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun

Angka cadangan terbukti (P1) minyak bumi dan kondensat tahun 2023 adalah sebesar 2.413 mmstb,
yang mengalami peningkatan sebesar 6,2% dari tahun sebelumnya. Peningkatan cadangan minyak
bumi dan kondensat nasional didorong oleh adanya Optimasi Lapangan Minyak Besar (Efektif,
WOWS, Infill, IOR/EOR di WK Rokan) dan Pengembangan Lapangan Baru (POD-I WK Tuna, WK North
Madura Il).

Angka cadangan terbukti (P1) gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 35,30 tcf, yang mengalami
penurunan sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka cadangan gas bumi nasional
dipengaruhi oleh Level-Down Project Lapangan Gas Bumi (Pending POD), kumulatif produksi gas
bumi 2022 mencapai >2 TCF, dan pengembangan lapangan baru (POD-I WK Tuna, WK Blora).

Berdasarkan informasi 61tersebut, maka dapat diketahui nilai dari Reserve to Production Ratio
minyak/gas bumi. Target R/P minyak bumi tahun 2023 adalah sebesar 5,20 tahun dengan realisasi
sebesar 10,92 tahun. Capaian R/P minyak bumi melebihi target karena jumlah cadangan minyak
bumi meningkat sedangkan tingkat produksi/konsumsi minyak bumi menurun. Sementara itu, target
R/P gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 14,83 tahun dengan realisasi sebesar 14,57 tahun. Capaian
R/P gas bumi belum mencapai target karena jumlah cadangan gas bumi menurun sedangkan tingkat
produksi/ konsumsi gas meningkat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi penambahan cadangan dan produksi
migas, pada tahun 2023 telah ditawarkan wilayah kerja sebanyak 10 wilayah kerja (WK) Migas
Konvensional yang seluruhnya ditawarkan melalui Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler.
Jumlah tersebut telah sesuai target yang terdapat pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebanyak
10 WK. Adapun WK yang ditawarkan adalah sebagai berikut.
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Gambar 15 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023

Penawaran Wilayah Kerja tersebut ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan
Lelang Reguler. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023

No | Tahap Lelang | Wilayah Kerja M(ilj;l;sgme Peserta Lelang Pemenang lelang
1 | Tahap!| East natuna Reguler 1 Peserta Ada

2 Akia Langsung 1 Peserta Ada

3 Bengara | Langsung 1 Peserta Ada

4 Beluga Langsung 1 Peserta Ada

5 | Tahapll Panai Reguler - Tidak ada

6 Patin Reguler - Tidak ada

7 Natuna D Alpha | Reguler - Tidak ada

8 | Tahaplll Akimeugah | Reguler Masih Proses Lelang | Masih Proses Lelang
9 Akimeugah II Reguler Masih Proses Lelang | Masih Proses Lelang
10 Bobara Reguler Masih Proses Lelang | Masih Proses Lelang

Keberhasilan capaian kinerja Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2023 sebanyak
10 WK, salah satunya didorong oleh adanya perbaikan term and condition pada Penawaran Wilayah
Kerja Migas. Perbaikan yang dilakukan antara lain:

Besaran bagi hasil (split) hingga 50:50 bagi WK dengan risiko sangat tinggi;

Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk pemerintah dan kontraktor (shareable);

Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (open bid) atau tanpa nilai minimum;
Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema Gross Split atau skema
Cost Recovery dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK);
Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak;
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e Relinquishment tiga tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti tiga tahun
pertama);

e Tidak ada cost ceiling pada skema kontrak cost recovery;

e Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya
keanggotaan MDR;

e Fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan masa eksploitasi (Peraturan Menteri ESDM No.
27 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 53 tahun 2017).
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Gambar 16 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun

Pada Tahun 2023 telah ditandatangani tiga belas Kontrak Kerja Sama WK Kerja Migas Konvensional
yang terdiri dari delapan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahun 2022 yaitu WK ONWA, WK OSWA,
WK West Kampar, WK Jabung Tengah, WK Paus, WK Sangkar, WK Peri Mahakam dan WK Bunga,
satu Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahun 2012 yaitu WK Bireun Sigli, satu Kontrak Kerja Sama hasil
penawaran Pertamina yaitu East Natuna (Tahap | 2023), dan tiga Kontrak Kerja Sama hasil Lelang
Tahap | 2023 yaitu WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara .

Pada akhir Desember 2021, terbit Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dengan terbitnya peraturan
menteri tersebut, pengusahaan sumber daya Shale Oil, Shale Gas, Tight Sand Oil, Tight Sand Gas
dan Gas Metana Batubara, dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional
eksisting melalui perubahan bentuk atau T&C atau KKS baru.

Pada wilayah terbuka, pengusahaan potensi Migas Non-Konvensional (MNK) dilakukan secara

bersamaan dengan potensi migas konvensional, dan penyiapan dan penawaran dilakukan terhadap

seluruh potensi (migas konvensional dan MNK) yang terdapat pada suatu area. Sedangkan pada

Wilayah Kerja Migas, mekanisme pengusahaan MNK dilakukan melalui:

1. Potensi MNK bisa diusahakan oleh Kontraktor eksisting dalam hal tidak terdapat Kontrak Kerja
Sama lain pada wilayah kerjanya.

2. Studi Potensi MNK oleh kontraktor eksisting.

Biaya Studi Potensi sebagai bagian dari biaya operasi (KKS CR / KKS GS) WK Eksisting.

4. Bentuk Pengusahaan: Perubahan Ketentuan Pokok KKS eksisting /Perubahan Bentuk KKS
eksisting / KKS baru.

w
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Gambar 17 Skema Pengusahaan Migas Non-Konvensional

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Inventarisasi Potensi MNK di Wilayah Kerja migas eksisting Tahap
Il dan dilakukan sosialisasi awal pada bulan Februari 2023 terkait hasil studi tersebut kepada 37
Wilayah Kerja yang terindikasi memiliki potensi MNK. Selanjutnya, SKK Migas menyampaikan surat
permintaan konfirmasi keberminatan Pengusahaan MNK oleh Kontraktor eksisting. Terdapat
sembilan Wilayah Kerja Migas dengan tiga belas Studi Potensi MNK yang akan dimulai pada Tahun
2024.

Pada Tahun 2023, terdapat enam belas Studi Potensi MNK di lima belas Wilayah Kerja Migas yang
telah berjalan dan yang telah dilakukan monitoring per tiga bulan. Terdapat lima Studi Potensi yang
telah menyelesaikan studi sesuai rencana kerja yang disampaikan, antara lain:

1. Belida;

2. South Sumatera;
3. Lematang;

4. Rokan;

5. Merangin Il.

Setelah dilakukan penandatanganan Wilayah Kerja, maka tahap selanjutnya adalah eksplorasi.
Kegiatan utama pada WK eksplorasi adalah studi eksplorasi, survei seismik dan non-seismik, serta
pengeboran sumur eksplorasi untuk meneliti dan mencari daerah prospek pada wilayah kerja.
Kegiatan survei seismik yang dilakukan terdiri dari survei seismik 2D dan survei seismik 3D. Pada
tahun 2023, telah dilakukan pekerjaan survei seismik 2D sepanjang 25 km, dan survei seismik 3D
dengan realisasi pekerjaan seluas 1.432 km?2. Sementara itu, kegiatan pengeboran eksplorasi
dilakukan pada 38 sumur dan empat belas di antaranya berhasil menemukan hidrokarbon, dua belas
dry, dan dua belas ongoing. Dengan begitu, rasio kesuksesan dari sumur eksplorasi yang tajak pada
tahun 2023 adalah sebesar 54% dan total sumber daya diperkirakan sebesar +1.711 juta setara barel
setara minyak (Mmboe) (2C. preliminary post drill).

Tahap selanjutnya dalam pengusahaan wilayah kerja, setelah dilakukan eksplorasi, adalah rencana
pengembangan lapangan. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) akan
diproduksikan dalam suatu wilayah kerja merupakan hal penting dalam rangka untuk mengetahui
keekonomian atas lapangan dan komersialisasi wilayah kerja migas. Untuk itu, perlu dilakukan
evaluasi yang komprehensif sebelum diterbitkannya persetujuan Menteri ESDM atas permohonan
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persetujuan pengembangan lapangan pertama yang diusulkan oleh KKKS dan yang telah
mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Dalam pengajuan POD | tersebut terdapat pula informasi terkait perkiraan jumlah produksi minyak
dan gas bumi termasuk rencana waktu produksinya, sehingga peran evaluasi POD | ini juga sangat
penting dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian target produksi minyak
bumi sebesar 1 juta bopd dan gas bumi sebesar 12 bscfd di tahun 2030.

Dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, perlu diperoleh informasi terutama yang
terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi di
mana lapangan tersebut berada, khususnya pada pengembangan lapangan migas di darat (on
shore). Untuk itu, maka diperlukan konsultasi dengan pemerintah daerah khususnya untuk
lapangan-lapangan yang berlokasi di bawah 12 mil laut. Sedangkan untuk lapangan-lapangan yang
berlokasi di atas 12 mil laut, diperlukan sosialisasi dengan daerah yang terkait sehingga dalam
pelaksanaan pengembangan lapangan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai
dengan amanat PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 95 yang pada intinya menyatakan bahwa rencana
pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja, wajib
mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan
setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk lapangan minyak dan/atau gas bumi yang telah mendapatkan persetujuan POD |
dari Menteri ESDM, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian realisasi pengembangan lapangan
minyak dan gas bumi agar pengembangan lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang telah
direncanakan serta untuk menjaga pendapatan pemerintah yang optimal sesuai dengan usulan POD
| yang telah disetujui.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2004, diatur bahwa jangka waktu Kontrak
Kerja Sama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun untuk setiap kali
perpanjangan. Keputusan terkait penetapan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang
akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya dalam bentuk perpanjangan kontrak atau alih kelola
merupakan kewenangan Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 Jo.
Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021. Dalam memberikan keputusan pengelolaan wilayah
kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya sebagaimana dimaksud,
Menteri mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas.

Pada tahun 2023, terdapat sebelas wilayah kerja yang telah melakukan perpanjangan/alih kelola,
empat Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I), dan enam Pengalihan
Participating Interest kepada BUMD. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan
berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2023

Nama Wilayah Tanggal Berakhir
No. Kerja KKS Operator Keterangan
) o Amandemen dan
1 | Corridor 19 Desember 2043 | PT Medco E&P Grissik )
pernyataan Kembali
) Ketapang 11 Juni 2028 Petronas Carigali Perpanjangan (Penetapan SK
(Ketapang) LTD TnC)
TIS Petroleum E&P Blora
3 | WKBlora 29 November 2029 PTE Ltd Amandemen
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Nama Wilayah Tanggal Berakhir
No. Kerja KKS Operator Keterangan
4 | WK Pasir 4 Mei 2029 | PT Archipelago Resources Amandemen
WK Natuna Sea ) i Perubahan T&C untuk
5 15 September 2029 | Premier Qil Natuna Sea B.V .
Blok A Insentif
Saka Ind ia Pangkah
6 | Pangkah 17 Oktober 2039 _a _a naonesia Fangxa Perubahan KKP
Limited
7 | “B” 17 Mei 2041 | PT Pema Global Energi Perubahan KKP
. Perubahan Pengendali
8 | CPP 5 Agustus 2042 | PT Bumi Siak Pusako
Langsung dan PI
) ) PT Pertamina Hulu Energi Perubahan Pengendali
9 | Siak 27 Mei 2034 | .
Siak Langsung dan PI
10 | Kampar 10 Agustus 2042 PT Pertamina Hulu Energi Perubahan Pengendali
Kampar Langsung dan Pl
South East ) PT Energi Mineral Amandemen
11 4 Mei 2039
Madura Langgeng

Tabel 29 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD |) pada periode

Tahun 2023
Tanggal Target
No. Nama Wilayah Kerja gg_ Operator Produksi €
Persetujuan Onstream
1 Lapangan Asap Kido Merah 7 Februari 2023 Genting Oil Kasuri Gas 5024
Wilayah Kerja Kasuri Pte. Ltd.
Lapangan SIS-A Wilayah Kerja Saka Indonesia
2 10 Agustus 2023 Gas 2026
South Sesulu Sesulu
5 | Revisi2POD I'Lapangan 28 November 2023 | Inpex Masela Ltd. | O & 2030
Abadi Wilayah Kerja Masela P ' Kondensat
Lapangan Maha Wilayah )
4 . 20 Desember 2023 | Eni West Ganal Ltd. | Gas 2026
Kerja West Ganal

Tabel 30 Daftar Pengalihan Participating Interest kepada BUMD periode Tahun 2023

Tanggal
No.| Nama Wilayah Kerja Operator gg_ BUMD Provinsi
Persetujuan
PT Dangsanak Sulawesi Barat dan
1 |Sebuku Pearl Oil (Sebuku) Ltd 3 Januari 2023 g )
Banua Sebuku Kalimantan Selatan
West Mad PT Pertamina Hul Pet Jati
2 eot viadure er amina fui 22 Desember 2023 e‘rogas. atim Jawa Timur
Offshore Energi WMO Adipodai
PT Pertamina Hul PT Riau Petol
3 |Rokan ertamina fud 4 Oktober 2023 lat retoleum Riau
Rokan Rokan
PT Pertamina Hul PT Riau Petrol
4 | Kampar er amina fui 19 Oktober 2023 lau Fetroleum Riau
Energi Kampar Kampar
South East Sumatra | PT Pertamina Hulu PT Jakarta OSES
5 ) ) 13 Maret 2023 ) DKl Jakarta
porsi Jakarta Energi OSES Energi
South East Sumatra |PT Pertamina Hulu ) PT Lampung Energi
6 ) ) 25 Mei 2023 ) Lampung
porsi Lampung Energi OSES Berjaya
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Rencana pengembangan wilayah kerja eksploitasi pada tahap pertama (POD |) dapat terlaksana

apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan, melalui upaya antara lain:

e Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi
dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.

e Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (Investment Credit, evaluasi formula bagi
hasil, skema bagi hasil).

e Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif
dengan instansi daerah terkait.

. Indeks Ketersediaan BBM dan LPG

Indeks Ketersediaan BBM pada tahun 2023 sebesar 1,09 cenderung turun bila dibandingkan nilai
tahun 2022. Sementara Indeks Ketersediaan LPG tahun 2023 sebesar 1,02 cenderung tetap
dibandingkan nilai tahun 2022. Namun demikian, dengan nilai yang masih berada di atas 1, maka
dapat dikatakan bahwa ketersediaan BBM dan LPG masih cukup untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
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Gambar 18 Supply Demand BBM Indonesia dari Tahun ke Tahun

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebutuhan BBM dan LPG sudah mendekati
kebutuhan tahun 2018 sebelum pandemi Covid-19. Penyediaan energi migas untuk 67omestic67t
masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak
mentah, BBM maupun LPG.

Sebagai 67omesti antisipasi peningkatan kebutuhan energi migas tersebut, produksi BBM terlihat
meningkat di tahun 2023, kendati impornya menurun. Produksi BBM 67omestic sedikit meningkat
imbas dari sudah mulai beroperasinya RDMP Balongan.

Pada tahun 2023, penjualan BBM dan LPG meningkat daripada tahun 2022 bahkan bila dibandingkan
tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 sudah tidak ada. Peningkatan
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penjualan BBM dan LPG menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin berjalan dengan
baik.

Sementara itu, Produksi LPG domestik cenderung stagnan karena kandungan C3 dan C4 dalam
pasokan gas bumi tidak ekonomis untuk dijadikan LPG. Selain itu, tidak ada penambahan kapasitas
kilang LPG domestik hingga tahun 2023 ini.
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. | mpor 5,57 5,71 6,40 6,34 6,74 6,90

Produksi 2,00 1,97 1,92 1,90 1,99 1,98
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Gambar 19 Supply Demand LPG Indonesia dari Tahun ke Tahun

d. Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM dan LPG

Adanya peningkatan jumlah penjualan BBM dan LPG pada tahun 2023 dan peningkatan kapasitas
infrastruktur BBM dan LPG, sedikit banyak berpengaruh kepada jumlah Cadangan Operasional BBM
dan LPG.

Terdapat peningkatan jumlah hari Cadangan Operasional BBM dan LPG tahun 2023 dibandingkan
dengan tahun 2022. Cadangan Operasional BBM 2023 masih berada di bawah target yang
ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 23 hari. Sementara Cadangan Operasional
LPG 2023 berada di atas target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 14 hari.

Tabel 31 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Realisasi Cadangan Operasional BBM

. 16,97 22,78 22,64 21,33 20,26 21,73
(hari)

Realisasi Cadangan Operasional LPG

(hari) 19,07 | 15,90 | 18,73 | 16,62 | 16,85 17,34
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Indeks Ketersediaan LNG
Indeks Ketersediaan LNG tahun 2023 meningkat dibandingkan nilai tahun 2022. Hal tersebut boleh
jadi karena adanya sedikit peningkatan produksi LNG tahun 2023, pasca terbangunnya LNG Tangguh
Train 3. Sementara ekspor LNG tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan nilai ekspor tahun 2022.
Penurunan tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan gas untuk domestik yang meningkat
dibandingkan tahun lalu.
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Gambar 20 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari Tahun ke Tahun

Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani
sasaran di wilayah yang telah terkonversi LPG, dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai
Badan Usaha Penerima Penugasan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri
ESDM Nomor 1.K/HK.02/DJM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam
Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Tahun 2023.

Tabel 32 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg

Tahun Kuota LPG Tabung 3 kg | Realisasi LPG Tabung 3 kg Persentase
(Juta MT) (Juta MT)
2023 8,000* 8,047** 100,6%
2022 8,000 7,807 97,6%
2021 7,500 7,456 99,4%
2020 7,000 7,137 102,0%

*kuota sesuai APBN 2023 sebesar 8,000 juta MT dan ada perubahan menjadi 8,096 juta MT sesuai surat
Menteri ESDM kepada Pertamina nomor T-946/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 12 Desember 2023
**realisasi Januari s.d. Desember 2023 verified

Saat ini sistem pendistribusian LPG Tabung 3 Kg masih bersifat terbuka sehingga siapapun dapat
membelinya. Terdapat peningkatan realisasi menjadi 8,047 juta MT di tahun 2023 dan angkanya
melebihi kuota APBN 2023. Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan kebijakan agar penyaluran
subsidi LPG 3 Kg lebih tepat sasaran.
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Sebelumnya, pada akhir tahun 2022 telah dimulai uji coba transformasi pendistribusian isi ulang LPG
Tabung 3 Kg tepat sasaran di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang),
Kecamatan Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu
Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram). Dan sejak tanggal 1 Maret 2023,
secara bertahap dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web
dan/atau aplikasi di subpenyalur/pangkalan (tahap awal transformasi pendistribusian isi ulang LPG
Tabung 3 Kg tepat sasaran). Program ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No
37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum
Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang
Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liguefied Petroleum Gas
Tertentu Tepat Sasaran.

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran
2023 agar kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi subsidi berbasis orang/penerima
manfaat dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial
masyarakat. Juga sebagai tindak lanjut atas Laporan Panitia Kerja DPR Rl terkait Asumsi Dasar Tahun
Anggaran 2023 tanggal 27 September 2022 untuk melakukan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg
menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara
bertahap, dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sosialisasi program transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran ke Penyalur
dan Subpenyalur di 411 kabupaten/kota telah dilaksanakan oleh Ditjen Migas bersama dengan
Pertamina. Ditjen Migas telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 22.E/MG.05/DJM/2023 tentang
Pelaksanaan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran tanggal 13 September 2023
yang memuat, bahwa konsumen harus menunjukkan KTP setiap melakukan transaksi pembelian
LPG Tabung 3 Kg di Subpenyalur. Telah diterbitkan juga surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-
2288/MG.05/DJM/2023 kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan para
Gubernur di 29 provinsi yang telah terkonversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg perihal Sosialisasi
LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg, sekitar 189 juta data
by name by address rumah tangga desil 1 s.d. 7 dari data P3KE telah dimasukkan ke dalam sistem
berbasis web (merchant apps). Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Untuk tahap pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG Tabung 3 Kg per konsumen
pengguna. Tercatat perkembangan pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg per 31 Desember 2023
telah mencapai 31,5 Juta NIK, dan terhitung mulai 1 Januari 2024, untuk pembelian LPG Tabung 3
Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web (merchant

apps).

g. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Untuk mendukung indeks ketersediaan hulu migas, terdapat dukungan rekomendasi kebijakan yang
diterima oleh stakeholder yang merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha migas. Dalam
hal ini merupakan hasil survey dari rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan gas bumi.
Rekomendasi kebijakan berisikan mengenai optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi, serta
dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional
(RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia.
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1) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Accessibility dalam bidang minyak dan gas
bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, telah
ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 12 Januari
2023 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)
Tahun 2022 — 2031. Hal tersebut sesuai 71istri dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan
sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700K/Il/MEM/2012 tentang
Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012-2025 yang
dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini.

Penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia yang memuat pemetaan
pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi,
penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi
infrastruktur gas bumi. Adapun Neraca Gas Bumi Indonesia 2023-2032 adalah sebagai berikut.
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Gambar 21 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2023-2032

Kebutuhan gas bumi diperkirakan stabil hingga 2032. Penambahan kapasitas suplai gas akan
dapat dicapai ketika beberapa proyek gas bumi dapat onstream pada akhir 2023. Sementara
Existing Supply masih dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak (Contracted Demand).

Produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang
disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting. Pemerintah terus melakukan
pencarian terhadap lapangan-lapangan gas baru melalui proses eksplorasi, namun hal tersebut
membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar.
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2)

Strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia
Barat dan Timur, di mana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan
Indonesia bagian Timur melalui Virtual Pipeline. Salah satu upayanya adalah melalui
implementasi program gasifikasi pembangkit 72istrik menggunakan moda transportasi LNG
berbasis kapal, di mana pengembangan di sektor kelistrikan diharapkan menjadi anchor buyer
untuk pengembangan pasar gas bumi di wilayah setempat. Peta Rencana Induk Jaringan
Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) tersaji di bawah ini.
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Gambar 22 Peta Infrastruktur Gas Bumi Indonesia

Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon — Semarang

Salah satu program pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan adalah
72 istrik 7272t 72 pipa transmisi ruas Cirebon — Semarang dengan menggunakan skema
pembiayaan APBN.

Pada tahun 2023, telah dilakukan 72istrik7272t72 pipa transmisi ruas Cirebon — Semarang
Tahap | (Ruas Semarang — Batang). Sesuai dengan hasil kajian pendalaman, ruas tahap I
direkomendasikan menjadi Batang — Cirebon — Kandang Haur Timur untuk mengakomodir
potensi permintaan yang lebih luas di Jawa Barat. Untuk 72istrik7272t72 tahap selanjutnya, saat
ini sedang dilakukan tahap Kajian Optimalisasi Pipa Transmisi berdasarkan Potensi Pasokan dan
Kebutuhan dengan skema Multi Years, untuk mendukung 72istrik 7272t72 pipa transmisi
Cirebon —Semarang Tahap Il.

Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon — Semarang dilakukan untuk mengintegrasikan
pasokan dan permintaan gas antara Jawa Barat dan Jawa Timur, dan sebagai pelaksanaan
72istrik7272t72 pipa yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek
Strategis Nasional.

3) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai — Sei Mangkei

Sebagai dukungan interkoneksi pipa gas sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, serta
upaya dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik, khususnya di wilayah Provinsi
Sumatera Utara dan Provinsi Riau, telah direncanakan pembangunan pipa transmisi gas bumi
ruas Dumai — Sei Mangkei yang telah tercantum di dalam RIJTDGBN, dan merupakan salah satu
Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pada tahun 2023, telah dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas
Dumai — Sei Mangkei. Urgensi dibangunnya pipa tersebut yaitu untuk mendukung pengaliran
gas jangka panjang dari WK Andaman yang terdapat di Utara, untuk dapat dikirimkan ke Selatan
melalui pipa gas Arun-Belawan, Dumai-Sei Mangkei, Duri-Dumai hingga tersambung ke pipa
South Sumatera West Java (SSWJ) dan Jawa Barat. Dalam studi kelayakan ini, telah dilakukan
potensi pasokan dan permintaan, desain awal pipa, serta jalur pipa yang direkomendasikan
dengan berbagai pertimbangan.
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Gambar 23 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai — Sei
Mangkei

h. Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sejak bergabungnya LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, salah satu indikator LEMIGAS yang
menunjang Indeks Ketersediaan Migas adalah Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak
dan Gas Bumi.
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Pada tahun 2023 ini, telah berhasil direalisasikan enam usulan rekomendasi teknis, dari target lima
usulan. Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan semangat para manajemen dan para pegawai
LEMIGAS untuk memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Ditjen Migas, sebagai peran baru

dan dukungan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Migas.

Adapun usulan rekomendasi tersebut meliputi kajian percepatan eksplorasi minyak di Indonesia,

peningkatan produksi minyak, pewarnaan BBM Bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan,

Standard dan Mutu (Spesifikasi) BBM, Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Dumai — Sei

Mangkei, dan Kajian Sensitivitas Perhitungan Tarif luran Untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Terhadap Keekonomian Badan Usaha Penerima Penugasan HGBT.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus
dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan
migas, peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG, dan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk
domestik. Di sisi lain, adanya wacana transisi energi, penyediaan energi terutama pada subsektor migas
harus mulai memperhatikan strategi-strategi dalam penyediaan energi bersih sehingga sejalan dengan
peta jalan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) hingga 2060.

Upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya
dilakukan antara lain melalui:

1

B~ W N

)
)
)
)
)

Ul

Memberikan kemudahan Pembukaan Data Kegiatan Pengusahaan Migas.

Memberikan kemudahan pelaksanaan proses Joint study.

Memberikan kemudahan pelaksanaan proses Survei umum.

Kemudahan Lelang Wilayah Kerja melalui Term and Condition yang lebih menarik.
Lapangan-lapangan idle agar dikembalikan ke negara atau dikelola melalui mekanisme Kerja Sama
Operasi (KSO).

Percepatan POD.

Penerapan Kontrak Gross Split.

Penyederhanaan perijinan dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung peningkatan produksi
& cadangan.

Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:

a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di onshore dan offshore (termasuk laut dalam) dalam rangka
meningkatkan cadangan migas.

Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui infill drilling dan workover.
Penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.

Percepatan pengembangan struktur idle di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.

Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat
mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

"m0 a0 o

10) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian

permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta
keamanan.

Sementara untuk pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya, akan

dilakukan melalui:

Pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi
minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves);
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e FEvaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas
bumi baik perubahan status dari cadangan Harapan (Possible) ke Mungkin (Probable) maupun dari
cadangan Mungkin (Probable) ke Terbukti (Proven);

e Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru.
Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada
tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun
reassessment cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.

e Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran
cadangan yang dapat diproduksikan.

Sementara, untuk menciptakan regulasi T&C yang menarik bagi pengembangan MNK sesuai dengan
Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021, selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan pendukung,
yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang merupakan
perubahan ke empat dari Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017, telah dilakukan harmonisasi
dan diharapkan terbit pada awal Tahun 2024.

2. Rancangan Keputusan Menteri ESDM mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK ada WK
Eksisting telah dilakukan finalisasi dan diharapkan akan terbit pada Januari 2024.

Dalam rangka mengantisipasi krisis energi melalui pemantauan jumlah cadangan energi, telah
diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau
Darurat Energi.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Cadangan
Penyangga Energi disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menjamin Ketahanan Energi
nasional, mengatasi Krisis Energi dan Darurat Energi, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Pengaturan Cadangan Penyangga Energi meliputi jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE.

Selain itu, angkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari cadangan
operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM melalui mekanisme neraca
komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online maupun ke lapangan,
dan koordinasi dengan Badan Usaha untuk antisipasi kelangkaan BBM.

Dengan adanya program pembangunan Kilang Minyak Bumi RDMP dan GRR diharapkan akan
meningkatkan produksi BBM, sehingga dapat meningkatkan penyediaan BBM dari dalam negeri dan
dapat mendukung penyediaan Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi BBM.

Selama tahun 2023, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi
domestik di antaranya, penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada industri tertentu
dan kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,
Mempercepat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik sesuai Keputusan Menteri ESDM
Nomor 249 Tahun 2022, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari
Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan
tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara
yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2023 telah terbit revisi Kepmen
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134K/2021 menjadi Keputusan Menteri Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 (“Kepmen ESDM 91/K 2023”)
tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri diusahakan dapat berjalan optimal dengan kesiapan sektor
pengguna gas dalam negeri agar dapat memanfaatkan gas bumi sesuai dengan kontrak yang telah
ditetapkan pemerintah. Dengan kondisi global yang saat ini telah berangsur membaik, walaupun masih
terdapat krisis geopolitik, diharapkan dapat mendorong pengguna gas bumi dalam negeri untuk dapat
meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Dalam implementasi kebijakan
pemanfaatan gas bumi dalam negeri, terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemanfaatan
gas bumi domestik dapat bertahan pada nilai target atau bahkan mengalami peningkatan.

2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 33 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tahun 2023
Indikator Kinerja Target | Target | Realisasi | Capaian
Sasaran No. Satuan
Utama 2023 | 2024 2023 (%)
Terwujudnya
Ketahanan Energi
Migas Melalui Pasokan Akurasi Formulasi
Migas yang Memadai Harga Migas
gas yang v 2 ga Mig % | 92,75 | 9325 | 9835 | 106,04
dan Dapat Diakses terhadap Harga
Masyarakat pada yang Ditetapkan
Harga yang Terjangkau
Secara Berkelanjutan

Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar
98,35%, dengan capaian sebesar 106,04%. Untuk memastikan harga migas yang terjangkau bagi
76istrik7676t luas, sejumlah kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah selama tahun 2023
ini.

Di antara empat indikator pendukung IKU ini, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif
dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai 76istrik 76, terutama harga minyak
mentah dunia.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator penting dalam pembentukan
postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan
negara yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah
perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan
permintaan secara fundamental mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu,
76istri geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan harga minyak mentah yang terus berlanjut, dibandingkan
harga rata-rata pada tahun 2022. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, terutama AS dan
Tiongkok sebagai importir terbesar menyebabkan penurunan tingkat permintaan. Di sisi penawaran,
pasokan minyak mentah dunia mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh produksi non-OPEC.
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Namun, harga masih terjaga pada kisaran USD80 per barel pada Semester | 2023. Harga minyak mentah
global diperkirakan masih terus mengalami dinamika, terutama disebabkan faktor nonfundamental.
Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi level harga. Sementara dari sisi
fundamental, permintaan masih dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya ekonomi global.
Meskipun begitu, OPEC akan terus merespons perkembangan harga untuk melakukan intervensi
pasokan.

Harga minyak mentah turun karena kekhawatiran geopolitik dan pengurangan produksi minyak yang
mendorong fluktuasi harga yang tidak terkontrol. Beberapa masalah dalam jalur pelayaran dan
ketegangan geopolitik di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap harga minyak. Namun demikian,
ICP sempat mengalami peningkatan rata-rata ICP khususnya terjadi di bulan September, kendati di
Oktober dan November mengalami penurunan. Peningkatan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh
pemotongan produksi minyak secara sukarela yang akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2023 oleh Arab
Saudi sebesar satu juta barel per hari (bph) dan Rusia sebesar 300 ribu barel per hari (bph).

Ditutup dengan sentimen negatif pasar yang pesimis akan kepatuhan negara-negara OPEC+ untuk
melakukan pemotongan produksi, dan potensi negara lain yang akan mengikuti jejak Angola untuk
keluar dari keanggotaan OPEC, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada Desember 2023
adalah sebesar USD75,51 per barel.

Dibandingkan dengan rata-rata ICP pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata ICP pada tahun 2023 masih
lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2019, 2020, dan 2021.

Adapun target ICP pada tahun 2023, sesuai dengan Nota Keuangan APBN, ditetapkan di angka USD90
per barel. Kemudian terdapat penyesuaian target pada triwulan [V 2023 melalui Peraturan Presiden No.
75 Tahun 2023, menjadi USD75 per barel. Dengan demikian, deviasi penetapan harga ICP pada akhir
tahun 2023 berada di angka 4,57%, mendekati target deviasi sebesar 5%.

USS per barel

w0 ICP Desember2023 USS 75,51/bbl;
: ICP Rata-rata Jan - Des'23 USsS  78.43/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des'22 US$ 97.03/bbl;

ICP Rata-rata Jan - Des'21 USS 68.47/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des'20 40.39/bbl;
ICP Rata-rata Jan - Des'19 62.37/bbl;

— WTI (NYMEX) Brent (ICE) = SLC/Minas (Platts) = ICP bulanan
Banyu Urip (Platts) Dated Brent (Platts) = Rata-rataJan - Des'19 = Rata-rata Jan - Des'20
== Rata-rataJan - Des'21 = Rata-rataJan - Desember '22 == Rata-rataJan - Nov'23

Gambar 24 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun
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Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang
Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun
2022 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG
sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan
usaha.

Harga Jual Eceran (HIE) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berfluktuasi
setiap bulannya mengikuti perkembangan harga acuan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.
Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP vyang berbeda dengan perhitungan dengan
mempertimbangkan:

a. Kemampuan keuangan negara;

b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau

c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah
dengan HIE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih).
Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah
ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana
yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan
hasil perhitungan.

Apabila HIE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat
potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan
Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha
mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual

Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan, HJE BBM JBT dan

JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

e Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan
nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2023.

e Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai
subsidi berfluktuasi.

e Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HIJE ditetapkan di titik
serah sebesar Rp 10.000/liter.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status
penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2023
dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pada tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor
439.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis BBM Tertentu yang berlaku sejak 8
Desember 2023, yang menetapkan formula Harga Dasar JBT Minyak Solar, sebagai dasar perhitungan
kompensasi oleh Pemerintah ke Badan Usaha Penugasan. Formula Harga Dasar JBT Minyak Solar
berlaku sama untuk semua Badan Usaha Penugasan. Formula ini mencerminkan kondisi biaya
penyaluran BBM JBT Minyak Solar yang aktual. Diharapkan Badan Usaha Penugasan dapat melakukan
efisiensi guna menekan biaya pendistribusian BBM.
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Selain itu, dalam rangka mendapatkan formula harga dasar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan yang mencerminkan kondisi biaya penyaluran yang aktual dari Badan Usaha Penugasan,
diperlukan evaluasi harga dasar secara berkala.

20.000

18.000

16.000 = =

14.000 —

12.000

10.000

8.000
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

RON 92

RON 95

RON98 == - <Gasoil 0,25% eeeeee Gasoil 0,005%

Gambar 25 Perkembangan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan
Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual
Eceran BBM, bahwa harga jual eceran Jenis Eceran BBM Umum di titik serah, dihitung dan ditetapkan
oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi. Harga jual eceran JBU dihitung dan ditetapkan
oleh Badan Usaha dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020
yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang
Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak
Solar yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri tersebut, setiap bulannya batas atas harga jual eceran
berfluktuasi mengikuti harga pasar, di mana Badan Usaha tidak boleh melampaui Batas Atas dalam
penetapan harga jual di SPBU-nya. Sebagai contoh pada grafik di atas adalah pergerakan HJE JBU bensin
dan minyak solar Pertamina pada tahun 2023 (pada wilayah penetapan PBBKB 5%) yang berfluktuasi
setiap bulannya.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan
Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan
Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. HIE LPG tabung 3 kg ditetapkan Pemerintah di titik
serah penyalur/agen sebesar Rp 4.250/kg. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus
dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG
tabung 3 kg Tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha penugasan
sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen
Migas, Kementerian ESDM.

Dasar hukum penetapan harga dan pemberian subsidi bagi LPG tabung 3 kg antara lain:
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e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104
Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

e Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap lkan Bagi
Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada
indikator Deviasi Harga Gas Hilir didukung oleh pelaksanaan penetapan, pelaporan, rekonsiliasi, dan
evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu melalui Badan Usaha Niaga sesuai dengan pedoman yang telah diatur
melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang
Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di
Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum (“Kepmen 134K/2022").

Deviasi Harga Gas Hilir tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah konsumen dari Badan Usaha Niaga
yang tidak menerima HGBT sesuai dengan penetapan Menteri ESDM dalam Keputusan Menteri ESDM
No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 yang telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM No.
91.K/MG.01/MEM.M/2023 (“Kepmen ESDM 91K/2023”) dan Keputusan Menteri ESDM No.
118.K/MG.04/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No.
135.K/HK.02/MEM.M/2021 (“Kepmen ESDM 135K/2021”) dengan mengacu kepada ketentuan
Keputusan Menteri ESDM 134K/2022.

Pada Kepmen ESDM 91K/2023, telah ditetapkan Pengguna Gas Bumi Tertentu (“PGBT”) dari tujuh
bidang 80istrik80 yang mendapat pasokan gas bumi melalui Badan Usaha Niaga sebanyak 283 kontrak.
Sedangkan pada Kepmen ESDM 135K/2021, ditetapkan PGBT di bidang penyediaan tenaga 80istrik yang
mendapat pasokan gas bumi melalui Badan Usaha Niaga sebanyak tiga belas kontrak. Berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Badan Usaha Niaga secara berkala,
serta rekonsiliasi perhitungan Volume Gas Bumi dan HGBT 80istrik dengan para Pihak, sebagaimana
diatur dalam Kepmen ESDM 134K/2022, diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat enam konsumen
yang tidak mendapatkan HGBT karena tidak melanjutkan kontrak penyaluran gas dengan Badan Usaha
Niaga dari total 296 kontrak PGBT, sehingga deviasi harga gas hilir sebesar 2,03%.

Sementara itu, nilai Deviasi Harga Gas Skema Hulu tahun ini adalah sebesar 0%, berdasarkan
rekapitulasi pengajuan dan penetapan alokasi dan harga gas bumi sepanjang tahun 2023. Penilaian,
penetapan dan monitoring terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun
permohonan baru dengan per